Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 5, Nomor 2, Juli 2012 (65-74)
ISSN 1979-5645

Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan
Masyarakat Pesisir di Kecamatan Polewali Kabupaten
Polewali Mandar

Zulfiani (Mahasiswa IImu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
A. Gau Kadir (Ilmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Nurlinah (llmu Pemerintahan Universitas Hasanuddin)
Email: zulfiani@yahoo.com

Abstract
This paper is about of local government in empowering coastal communities throughly empow-
erment programs that have been run in Polewali. Data accumulation methods is used in this
study is the method of observation, documentation, and Interview. The results of research that
has been done to prove that the role of the local Government in Coastal Community Empower-
ment through empowerment programs in Polewali been implemented in full in accordance with
applicable regulations. Although there is a lack of coordination in the dissemination of this pro-
gram. Helpful assistance fund to help financial problems (capital) and improving the productivi-
ty of fishermen.
Keywords: empowerment, coast, fisherman

Abstrak
Tulisan ini mengenai peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat pesisir me-
lalui program pemberdayaan yang telah dijalankan di Kecamatan Polewali. Metode pengum-
pulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, dokumentasi, dan
wawancara. Hasil penelitian yang telah dilakukan membuktikan bahwa Peran Pemerintah Dae-
rah dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melaui program pemberdayaan di Kecamatan
Polewali telah dilaksanakan secara utuh sesuai dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ada
sedikit kurang koordinasi dalam sosialisasi program ini. Dana bantuan bermanfaat membantu
masalah keuangan (permodalan) dan meningkatkan produktifitas nelayan.
Kata kunci: pemberdayaan, pesisir, nelayan

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan
yang terdiri dari 17.504 pulau dengan pan-
jang garis pantai kurang lebih 81.000 km
dengan jumlah penduduk Indonesia yang hi-
dup di kawasan pesisir sejumah 16,42 juta
jiwa. Sedangkan desa pesisir yang ada di In-
donesia berjumlah 8.090 yang tersebar di
berbagai wilayah di Indonesia dan sepanjang
garis pantai ini terdapat wilayah pesisir yang
relatif sempit tetapi memiliki potensi sumber
daya alam hayati dan non hayati sumber daya

buatan, serta jasa lingkungan yang sangat
penting bagi kehidupan masyarakat karena di
tunjang oleh kondisi geografi yang memiliki
garis pantai begitu panjang ditambah besar-
nya potensi yang ada di laut, membuat bang-
sa indonesia semakin kaya akan sumber daya
alamya.

Pesisir adalah wilayah yang unik, karena
dalam konteks bentang alam, wilayah pesisir
merupakan tempat bertemunya daratan dan
lautan. Wilayah pesisir merupakan wilayah
yang penting apabila ditinjau dari berbagai
sudut pandang perencanaan dan pengel-
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olaan. Transisi antara daratan dan lautan di
wilayah pesisir telah membentuk ekosistem
yang beragam dan sangat produktif serta
memberikan nilai ekonomi yang luar biasa
terhadap manusia. Sejalan dengan pertamba-
han penduduk dan peningkatan ke-giatan
pembangunan sosial ekonomi, nilai wilayah
pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari
tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah
pengelolaan yang timbul karena ketidak
sepahaman pemanfaatan yang timbul akibat
berbagai kepentingan yang ada di wilayah
pesisir.

Pemerintah telah mengeluarkan Undang
Undang No.l tahun 2014 yang merupakan
perubahan dari Undang Undang No. 27 tahun
2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir,
dimana dalam pasal 63 vyang berbunyi
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah berke-
wajiban memberdayakan masyarakat pesisir
dalam meningkatkan kesejahteraannya dan
Pemerintah dan Pemerintah Daerah berke-
wajiban mendorong kegiatan usaha masyara-
kat pesisir melalui peningkatan usaha masya-
rakat melalui peningkatan kapasitas, pem-
berian akses teknologi dan informasi, per-
modalan, infrastruktur, jaminan pasar dan
aset ekonomi produktif lainnya”.

Dari undang-undang diatas menegaskan
bahwa pemerintah memegang peranan pent-
ing dalam memantau secara berkala, kualitas
lingkungan pesisir, baik wilayah darat, payau
dan laut/pantai, ditempat-tempat masyara-
kat melakukan aktivitas budaya. Dengan de-
mikian pemerintah punya data dasar kualitas
wilayah pesisir, untuk mengetahui arah pola
perkembangannya.

Salah satu wilayah pesisir Indonesia adalah
di Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali
Mandar yang dimana sebagian masyarakat-
nya juga menggantungkan proses kehidupan-
nya dari hasil laut. Letak Kecamatan Polewali
sangat strategis sebagai pusat kegiatan eko-
nomi, terlebih lagi dijadikan sebagai ibukota
Kabupaten Polewali Mandar. Salah satu dae-
rah perbatasan Kecamatan Polewali adalah
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Selat Makassar, artinya sepanjang daerah ini
adalah daerah pesisir. Secara geografis Keca-
matan Polewali memiliki sembilan kelurahan
yang terdiri dari tujuh kelurahan di daerah
pantai dan dua kelurahan bukan daerah pan-
tai.

Saat ini masyarakat yang berdomisili di
wilayah pesisir ini hidup dalam keada-
an/kondisi yang kurang baik terlihat dari kea-
daan lingkungan tempat tinggal/rumah, seca-
ra visual tampak tidak terawat dan jauh dari
kata rumah layak huni, banyaknya anak-anak
yang putus sekolah yang menyebabkan ma-
syarakat pesisir menjadi miskin tidak lain ada-
lah kurangnya perhatian dari pemerintah.
Peristiwa ini terjadi karena pola kekuasaan
yang sangat sentralistik sehingga masyarakat
yang ada di daerah pesisir kurang, bahkan ti-
dak mendapat perhatian yang memadai dari
pemerintah.

Salah satu indikator lain dari kemisikinan
masyarakat pesisir di Kecamatan Polewali an-
tara lain, adalah pekerjaan yang tidak tetap
karena sangat tergantung pada musim. Kon-
disi tersebut menyebabkan tingkat pendapa-
tan yang tidak menentu, pendapatan mereka
yang tergolong pendapatan harian akan habis
dalam satu hari dan terkadang mengakibat-
kan tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi
terutama hal-hal yang sifanya pokok seperti
pangan. Untuk mengatasi masalah ini maka
kehidupan keluarga pada umumnya mengikut
sertakan istri dan anak-anaknya untuk beker-
ja agar dapat membantu mencari penghasilan
tambahan. Sehingga anak—anak nelayan ban-
yak yang putus sekolah atau sekolahnya han-
ya sampai pada tingkat sekolah dasar saja.

Dari uraian di atas kondisi masyarakat ne-
layan atau masyarakat pesisir di berbagai ka-
wasan Kecamatan Polewali secara umum di-
tandai oleh adanya beberapa ciri, seperti ke-
miskinan, keterbelakangan sosial budaya,
rendahnya kualitas sumber daya manusia
(SDM) karena sebagian besar penduduk han-
ya lulus sekolah dasar atau belum tamat
sekolah dasar. Hal-hal seperti ini merupakan
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hambatan potensial bagi masyarakat pesisir
untu mendorong dinamika pembangunan di
wilayahnya. Akibatnya, sering terjadi kelema-
han bargaining position masyarakat pesisir
dengan pihak—pihak lain di luar kawasan
pesisir, sehingga mereka kurang memiliki ke-
mampuan mengembangkan kapasitas diri-
nya dan organisasi atau kelembagaan sosial
yang dimiliki sebagai sarana aktualisasi dalam
membangun wilayahnya, Kusnadi (dalam Heri
Purwanto 2007 : 1 -2).

Dalam Undang Undang Rl No. 23 tahun
2014 Perubahan Ketiga atas Undang Undang
Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinta-
han Daerah menegaskan dalam pasal 1 (ayat
2 dan 5) yang berbunyi “Pemerintahan Dae-
rah adalah penyelenggaraan urusan pemerin-
tahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas oto-
nomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluasluasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Ta-
hun 1945. Ayat 5 yang berbunyi “Urusan
Pemerintahan adala kekuasaan pemerinta-
han yang menjadi kewenangan Presiden yang
pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Da-
erah untuk melindungi, melayani, member-
dayakan, dan menyejahterakan masyarakat”.

Dari undang-undang diatas menegaskan
bahwa Pemerintahan Daerah diberi keluasan
dalam mengatur dan mengurus sendiri uru-
san pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan, diarahkan untuk mem-
percepat terwujudnya kesejahteraan masya-
rakat melalui peningkatan pelayanan, pem-
berdayaan, dan peran serta masyarakat serta
peningkatan daya saing daerah dengan mem-
perhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan, keistimewaan dan kekhususan sua-
tu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia. Arah Pembangunan Nasi-
onal pada hakekatnya mem-punyai tujuan
membangun manusia seu-tuhnya, hal ini

mengandung makna bahwa pembangunan
fisik melalui pengadaan sarana dan prasarana
harus sejalan dengan pembangunan mental
psikologi manusia. Pendekatan yang diguna-
kan dalam pembangunan manusia dewasa ini
adalah “Pemberdayaan”. Tentunya imple-
mentasinya sangat komprehensif dan terin-
tegrasi dalam strategi pembangunan terma-
suk pada tahap perencanaan dan pelaksa-
naannya.

Secara konseptual, pemberdayaan atau
pemberkuasaan berasal dari kata ‘power’
(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya,
ide utama pemberdayaan bersentuhan de-
ngan konsep mengenai kekuasaan. Kekua-
saan seringkali dikaitkan dengan kemampuan
kita untuk membuat orang lain melakukan
apa yang kita inginkan, terlepas dari keingi-
nan dan minat mereka.

Saat ini banyak program pemberdayaan
yang menklaim sebagai program yang ber-
dasar kepada keinginan dan kebutuhan ma-
syarakat (bottom up), tapi ironisnya masya-
rakat tetap saja tidak merasa memiliki akan
program-program tersebu sehingga tidak
aneh banyak program yang hanya seumur
masa proyek dan berakhir tanpa dampak be-
rarti bagi kehidupan masyarakat.

Memberdayakan masyarakat pesisir berar-
ti menciptakan peluang bagi masyarakat pe-
sisir untuk menentukan kebutuhannya, me-
rencanakan dan melaksanakan kegiatannya,
yang akhirnya menciptakan kemandirian per-
manen dalam kehidupan masyarakat itu sen-
diri. Sistem gender juga berlaku di kehidupan
para nelayan. Pelaut merupakan kaum laki-
laki dan perempuan adalah penjual dan pen-
golah hasil tangkapan. Oleh sebab itu peme-
gang ekonomi pasar sering diambil alih oleh
kaum perempuan. Namun sampai saat ini
perempuan hanya berperan sebatas penjual
dan pengolah hasil tangkapan sehari-hari saja
tanpa ada inisiatif dari pemerintah dalam hal
pengembangan pengelolaan hasil laut yang
bernilai ekonomis demi meningkatkan kese-
jahteraan masyarakat pesisir.
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Namun apakah Pemerintah Daerah dalam
realisasinya sudah mengimplementasikan tu-
gas pemberdayaan terhadap masyarakat de-
ngan baik? Disinilah akan terlihat apabila pe-
laksanaan yang dilakukan tersebut benarbe-
nar memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk
memungkinkan hal itu terjadi, khususnya
pembangunan masyarakat pesisir, mutlak di-
perlukan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti
mengambil judul: “Analisis Peran Pemerintah
Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pe-
sisir di Kecamatan Polewali Kabupaten Pole-
wali Mandar”

METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data vyang di-
gunakan dalam penelitian ini adalah metode
observasi, dokumentasi, dan wawancara. Me-
tode-metode yang digunakan dalam pe-
nyelesaian penelitian dituliskan di bagian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah Dearah dalam Pem-
berdayaan Masyarakat Pesisir Pengentasan
kemiskinan di wilayah pesisir dan sentra-
sentra perikanan merupakan salah satu ke-
giatan strategis dalam pelaksanaan pemba-
ngunan kelautan dan perikanan. Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk
miskin di wilayah pesisir sebanyak 7,87 juta
jiwa atau sebesar 25,14% dari total jumlah
penduduk miskin nasional yang mencapai
31,02 juta jiwa. Di Kabupaten Polewali Man-
dar pada tahun 2013 garis kemiskinan Rp
182.396 (BPS 2013).

Tujuan PNPM Mandiri KP adalah untuk
meningkatkan kemampuan usaha dan kese-
jahteraan, pengembangan wirausaha anggota
KUKP serta meningkatnya kualitas lingku-
ngan. Sasaran PNPM Mandiri KP yaitu ber-
kembangnya KUKP di Kabupaten/Kota yang
mencakup kegiatan perikanan tangkap, peri-
kanan budidaya, pengolahan dan pemasaran
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hasil perikanan, dan usaha garam rakyat serta
masyarakat pesisir lainnya.

Organisasi pelaksana PNPM Mandiri-KP
tingkat daerah; a) Sosialisasi, Kegiatan sosial-
isasi merupakan proses untuk menumbuhkan
kemandirian dan keberlanjutan upaya pe-
nanggulangan kemiskinan dari, oleh dan un-
tuk masyarakat melalui proses pembelajaran
dan pelembagaan nilai-nilai. Sosialisasi pro-
gram di tingkat kapupaten/kota diperlukan
untuk menyebarluaskan informasi kegiatan
kepada sasaran, yaitu masyarakat pesisir
yang dilakukan oleh aparat daerah dan pe-
mangku kepentingan terkait termasuk Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Dae-
rah (TKPKD) di daerah yang bersangkutan; b)
Pembinaan, Untuk meningkatkan koordinasi
di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat
yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang
diketuai oleh Kepala Dinas Provinsi dengan
anggota masing-masing bidang yang me-
nangani teknis serta unsur penyuluhan di
tingkat daerah; c) Pendampingan Tenaga
pendamping terdiri dari Penyuluh Perikanan
PNS dan/atau PPTK (Penyuluh Perikanan
Tenaga Kontrak). Implementasi program
PEMP di Kecamatan Polewali saat ini di-
harapkan mampu menunjukkan hasil yang
positif sesuai dengan tujuannya. Untuk itu
perlu dilakukan evaluasi dan kajian terhadap
program tersebut sebagai salah satu proses
penting dalam pengambilan keputusan untuk
memecahkan suatu permasalahan.

Data dan informasi yang diperoleh dari
evaluasi dan kajian tersebut sangat penting
dalam merumuskan kembali alternatif-alter-
natif program yang dapat diimplementasikan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan me-
mecahkan permasalahan masyarakat pe-sisir.

Dampak Program Pemberdayaan Dilihat
dari Peningkatan Pendapatan Peningkatan
pendapatan merupakan indikator penting
untuk menilai keberhasilan suau program
pengentasan kemiskinan seperti PNPM Man-
diri-KP. Untuk mengukur indikator ini adalah
dengan membandingkan pendapatan peserta
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penerima dana BLM PNPM Mandiri-KP sete-
lah mengikuti program dengan pendapatan
sebelum program. Peningkatan pendapatan
bisa juga dilihat dari jumlah persentase ke-
naikan pendapatan individu dari setiap ke-
lompok. Dari hasil wawancara informan yang
menjadi peserta penerima BLM PNPM Man-
diri-KP yaitu kelompok nelayan, pembudidaya
air tawar dan pembudidaya air payau, semua
informan yang menjadi peserta penerima
bantuan dana BLM PNPM Mandiri-KP mem-
iliki pendapatan yang meningkat dan hasilnya
disajikan pada tabel berikut; Peningkatan
Pendapatan Informan Nelayan dari Kelompok
“Sandeq Mandar” Setelah menerima dana
PNPM Mandiri-KP.

Dilihat dari tabel maka pendapatan masya-
rakat nelayan Rp 330.000. Peningkatan pen-
dapatan itu berkaitan dengan pendapatan
masyarakat nelayan penerima BLM PNPM
Mandiri-KP meningkat karena dapat meman-
faatkan tambahan modal yaitu Bantuan Lang-
sung Masyarakat yang mereka terima walau-
pun dana tersebut menurut hasil wawancara
tanggal 14 Januari 2015 yaitu Sanawi dari
ketua kelompok Sandeq Mandar mengatakan
: “Meskipun bantuan dana BLM PNPM Man-
diri-KP jauh dari biaya yang dibutuhkan untuk
keperluan melaut mulai dari pembelian pe-
rahu, alat tangkap maupun biaya lainnya a-
kan tetapi saya benar-benar memanfaatkan
untuk membeli sarana yang dibutuhkan dan
saya termotivasi untuk dapat melaut karena
disamping untuk membiayai kebutuhan
sehari-hari untuk keluarga juga ada beban
untuk mengembalikan dana yang diterima”.
Hal ini juga disampaikan Baba, Sekretaris ke-
lompok Sandeg Mandar dari hasil wawancara
pada tanggal 14 Januari 2015 mengatakan :
“Untuk dapat lebih meningkatkan pendapat
nelayan seperti saya yang benar-benar butuh
dana sebaiknya disesuaikan dengan kebu-
tuhan biaya yang dibutuhkan untuk membeli
perahu, dan peralatan alat tangkap. Sampai
saat ini saya harus menyewa perahu untuk
melaut, tapi saya bersyukur karena peme-

rintah telah memberikan bantuan untuk
membeli peralatan alat tangkap (jaring), dan
berkat bantuan dana tersebut alat tangkap
(jaring) saya yang sudah rusaksaya dapat
membeli yang baru setelah ada bantuan se-
hingga saya dapat melaut setiap harinya dan
meningkatkan pendapatan saya”. Pada saat
yang sama dua anggota kelompok nelayan
Sandeq Mandar juga yaitu Nurdin dan Darru
yang diwawancara pada tanggal 14 Januari
2015 memberi komentar yang sama : “Mu-
dah-mudahan tahun berikutnya kami masih
diberi bantuan lagi karena baru kali ini saya
mendapat bantuan walaupun hanya cukup
untuk membeli sarana alat tangkap dan kami
belum mampu membeli perahu akan tetapi
kami merasakan manfaatnya karena dapat
meningkatkan pendapatan dan alhamdulillah
saya dapat mengangsur cicilan bantuan saya
lewat kelompok. Saya sangat membutuhkan
perahu dan mesin katintin 9 PK karena sela-
ma ini saya hanya memiliki perahu lepa-lepa
tanpa mesin dan hanya mendayun hingga
jangkauan melaut saya hanya di daerah
pesisir saja”.

Pada saat yang sama anggota kelompok
pembudidaya air payau “Rahmat” yaitu Raj-
jab dalam wawancara pada tanggal 16 Janu-
ari 2015 mengatakan : “Dengan adanya ban-
tuan dana BLM PNPM Mandiri-KP saya dapat
meningkatkan pendapatan saya sebesar Rp
200.000 meskipun sebenarnya masih mem-
butuhkan dana karena apa yang saya ajukan
ke Dinas Kelautan dan Peikanan tidak sepe-
nuhnya dikabulkan akan tetapi saya tetap
bersyukur karena sebelum adanya bantuan
pendapatan saya hanya Rp 650.000 dan
setelah mendapatkan bantuan saya dapat
meningkatkan pendapatan saya menjadi Rp
850.000. Tapi pemerintah perlu memper-
hatikan kondisi masyarakat petani tambak
karena di tambak merupakan kegiatan usaha
yang banyak mendapatkan kendala terutama
penyakit udang sehingga perlu mendapatkan
bantuan yang tinggi”.
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Anggota kelompok pembudidaya air payau
dalam wawancara pada tanggal 16 Januari
2015 yaitu Mustari mengatakan : “Sebenarn-
ya saya masih membutuhkan dana untuk ke-
langsungan usaha tetapi apa yang diberikan
bantuan dari Dinas saya terima dengan ikhlas
karena sangat membantu dalam penamba-
han modal usaha saya sehingga pendapatan
saya dapat meningkat dari Rp 650.000 men-
jadi Rp 850.000, artinya saya dapat mening-
katkan pendapatan saya sebesar Rp 200.000
meskipun hasil itu hanya cukup untuk mem-
biayai kebutuhan sehari-hari keluarga saya.
Mudahmudahan tahun berikutnya apabila
kelompok saya mendapatkan bantuan lagi
agar sesuai apa yang kita minta dan kita bu-
tuhkan sehingga peningkatan pendapatan
lebih tinggi lagi”.

Menurut informan dalam wawancara pada
tanggal 17 Januari 2015 yaitu H.Tahir salah
satu informan yang memiliki pendapatan
sebelum program sebesar Rp 1.050.000
mengatakan: “Saya masuk anggota penerima
bantuan PNPM Mandiri-KP  karena saya
mempekerjakan orang yang tidak mampu,
karena saya yang punya lahan sehingga saya
masuk dalam daftar anggota. Ini dikhawatir-
kan kalau anggota pekerja saya yang diberi
langsung dana, bisa saja berhenti bekerja se-
bagai pekerja tambak dan dana tersebut tid-
ak bias dipertanggungjawabkan pengem-
baliannya kalau yang bersangkutan tidak ada
lagi. Tapi dana itu saya peruntukkan ke tam-
bak yang dipekerjakan oleh pekerja saya dan
kalau ada penggantinya maka yang ber-
sangkutan melanjutkan penggunaan dan
pengembalian dana itu, dan dengan adanya
dana itu baik saya maupun pekerja saya
dapat meningkatkan pendapatan karena saya
membagi hasilnya 50:50”.

Hasil wawancara ketua kelompok air tawar
“Cahaya Baru” yaitu Rujiyo pada tanggal 18
Januari 2015 mengatakan : “Meskipun dana
yang kami terima belum mencukupi apa yang
kami butuhkan akan tetapi kami dapat
meningkatkan pendapatan. Sebelum saya
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menerima bantuan, saya sering ikut menjadi
tukang batu untuk membiayai adik dan ibu
saya. Karena ada lahan saya yang kosong se-
hingga saya membuat kolam pembenihan
ikan lele, pada saat sebelum menerima ban-
tuan dana BLM PNPM Mandiri-KP saya hanya
dapat mendapatkan hasil rata-rata Rp
700.000 tetapi setelah ada bantuan mening-
kat pendapatan saya menjadi Rp 750.000 se-
hingga saya sekarang fokus dalam usaha
pembenihan. Meskipun meningkat pendapa-
tan saya tetapi masih hanya mampu untuk
mencukupi kebutuhan sehari-hari saya”.
Harsono, sekretaris kelompok pembudidaya
air tawar “Cahaya Baru” dalam wawancara
pada tanggal 19 Januari 2015 mengatakan :
“Dengan adanya bantuan dana BLM saya
dapat meningkatkan pendapatan saya sebe-
sar Rp 50.000, peningkatan pendapatan itu
untuk pengembalian dana bantuan yang saya
dapatkan. Meskipun penambahan pendapa-
tan itu tidak terlalu banyak akan tetapi dana
tersebut sangat membantu saya untuk
menambah kolam pembenihan ikan lele yang
saya lakukan” Sukiman selaku bendahara ke-
lompok pembudidaya air tawar “Cahaya Ba-
ru” dalam wawancara pada tanggal 19 Janu-
ari 2015 mengatakan : “Ada manfaat yang
saya rasakan setelah ikut program PNPM
Mandiri-KP yaitu dengan bersungguhsungguh
melakukan usaha pembenihan dan pem-
besaran ikan lele karena ada tanggung jawab
mengembalikan dana BLM. Disamping itu
saya dapat meningkatkan pendapatan saya
sebesar Rp 350.000 dari pendapatan saya
sebelum menerima bantuan yaitu Rp 750.000
menjadi Rp 1.100.000. Meskipun dana yang
saya terima masih kurangakan tetapi saya
dapat membeli induk ikan lele dan pakan se-
hingga saya dapat meningkatkan produksi
saya. Sekiranya tahun depan kelompok kami
masih diberi bantuan agar supaya modal yang
kami butuhkan cukup untuk keperluan pen-
ingkatan kapasitas produksi benih ikan lele
karena akhir-akhir ini banyak yang berminat
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untuk kegiatan pembesaran ikan lele yang
membutuhkan benih ikan lele”.

Khoiri dan Nurhadi, anggota kelompok
pembudidaya air tawar “Cahaya Baru” dalam
wawancara pada tanggal 19 Januari 2015
mengatakan: “Setelah saya menerima bantu-
an dana BLM PNPM Mandiri-KP pendapatan
saya meningkat sebesar Rp 150.000 berkat
bantuan tersebut. Peningkatan pendapatan
saya itu sangat membantu dalam mencukupi
kebutuhan sehari-hari saya. Sebelum ada
bantuan dana saya selalu bekerja di sawah
dan kurang memperhatikan lahan kolam
saya, dan setelah mendapatkan dana ke-
lompok kami menyediakan induk ikan lele
dan dibeli anggota kelompok dan alhamdulil-
lah saya dapat meningkatkan produksi. Pen-
dapatan saya sebelum ada bantuan Rp
750.000 perbulan dan setelah saya mendapat
bantuan meningkat menjadi Rp 900.000 se-
hingga dapat menambah biaya hidup sehari-
hari saya. Walaupun dana bantuan itu belum
sepenuhnya mencukupi untuk biaya usaha

akan tetapi sangat membantu dalam
melakukan usaha pembenihan ikan lele
saya”.

Kelompok pembudidaya air tawar peneri-
ma BLM tiap orang rata-rata menerima ban-
tuan sebanyak Rp 2.800.000 untuk me-
lengkapi sarana dan prasarana dibutuhkan
dana sebesar Rp5.800.000. Berkaitan dengan
sasaran program masyarakat pembudidaya
air tawar yang menerima BLM PNPM Man-
diri-KP adalah penduduk yang benar miskin.
Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat pem-
budidaya air tawar yang menjadi sasaran juga
merupakan penduduk miskin. Pendapatan di
kelompok pembudidaya air tawar juga men-
galami peningkatan dan ini menandakan pro-
gram tersebut sangat bermanfaat bagi pen-
erima BLM PNPM Mandiri-KP dan target
sasaran tepat dalam penyaluran program.

Dampak Program Pemberayaan Dilihat
Dari Pengurangan Kemiskinan Masyarakat
Pesisir Kemiskinan merupakan salah satu ma-
salah sosial yang sangat serius, tumbuh dise-

tiap dimensi dan sendi-sendi kehidupan ber-
masyarakat. Pemerintah sendiri telah men-
canangkan berbagai program pengentasan
kemiskinan. Penggalakan program peme-
rintah dalam pengentasan kemiskinan dan
pemberdayaan masyarakat terus daksanakan,
dengan demikian pemberian bantuan kese-
tiap masyarakat yang membutuhkan berupa
kucuran dana guna mendukung perencanaan
masyarakat dalam pengembangan daerahnya
dan juga program pemerintah berupa pem-
berdayaan dan pengentasan kemiskinan di
pedesaan. Hal ini belum mengangkat ma-
syarakat marginal dan terpinggirkan dari garis
kemiskinan. Kemiskinan di sekitar kita telah
menjadi bagian dari mentalitas masyarakat
sehingga setiap individu akhirnya merasa
nyaman dengan hidupnya meskipun bila dili-
hat secara kasat mata justru kehidupan mere-
ka dipandang tidak layak, dapat pula kemiski-
nan itu terbentuk dengan ekploitasi kelas so-
sial di atasnya.

Secara sosiologis kemiskinan tidak saja be-
rasal dari kelemahan diri tetapi juga tidak bi-
sa dinafikkan sebuah bentukan sosial yang
merancang ketidakmampuan baik individu
maupun masyarakat untuk melakukan peru-
bahan dalam dirinya. Pada tahun 2013 garis
kemiskinan untuk desa Wattang dan Ta-
katidung sebesar Rp 182.396 maka yang digo-
longkan sebagai keluarga miskin adalah
mereka yang berpendapatan kurang dari Rp
182.396

Kendala yang dihadapi dalam proses pen-
yaluran program pemberdayaan dari Peme-
rintah berikut petikan wawancara dengan
Bapak Mustari pada tanggal 14 Januari 2015 :
“pada waktu itu hanya ketua kelompok,tim
pendamping dan kepala lurah saja yang
mengikuti sosialisasi yang diadakan Dinas
Kelautan dan Perikanan sehingga kebanyakan
masyarakat mengetahui dari mulut ke mulut
tentang program ini” Hal tersebut seperti
yang disampaikan Lurah Wattang.

Berikut adalah petikan wawancara dengan
Bapak Lurah Wattang : “memang dalam ken-

71



Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan...

yataannya pemberian informasi tentang ban-
tuan PNPM KP tidak terlalu jelas, ada me-
mang sosialisasi tapi banyak yang tidak tahu
dan tidak mengikuti. Nelayan mengetahui
dari saya dan ketua kelompok, itupun kalau
ada yang tanya” (wawancara 14 Januari
2015).

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Bapak
Hasan selaku tim pendamping di Kelurahan
Wattang. Berikut petikan wawancara dengan
Bapak Hasan “Yang datang waktu sosialisasi
hanya ketua kelompok, saya dan pak lurah
saja, nelayan dan pembudidaya banyak yang
tidak datang, walaupun undangan telah dise-
bar” (wawancara 14 Januari 2015).

Sedangkan menurut Bapak Budiman
selaku Kasi Pengembangan Wilayah Pesisir
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Polewali Mandar tahapan sosialisasi telah dil-
akukan sesuai dengan Peraturan Menteri No
10 tahun 2014 tentang pedoman pelaksa-
naan program nasional pemberdayaan
masyarakat mandiri kelautan dan perikanan
tahun 2014. Beliau menambahkan bahwa so-
sialisasi telah dilaksanakan dengan baik kepa-
da masyarakat “tahap sosialisasi telah dilak-
sanakan oleh Dinas kelautan dan Perikanan,
tetapi masyarakat kurang antusias, mungkin
disebabkan karena mereka lebih memilih be-
kerja daripada datang” (wawancara 15 Janu-
ari 2014).

Seperti diungkapkan Bapak Rusli selaku
pendamping di Kelurahan Takatidung. Berikut
petikan wawancara dengan Bapak Rusli, “ma-
salah yang dialami nelayan ini waktu pembu-
atan proposal, karena banyak orang jadi ha-
rus menyamakan usul, ada yang minta ini lah,
itulah pokoknya susah dek. Terus pak Lurah
berinisiatif dengan memberikan beberapa
opsi salah satunya pembelian pompa air, ak-
hirnya mereka setuju” (wawancara 15 Januari
2015).

Hal senada diungkapkan oleh bapak Budi-
man selaku Kasi Pengembangan wilayah pesi-
sir Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten
Polewali Mandar. Berikut petikan wawancara
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dengan bapak Budiman : “Terkait kendala
yang ada dalam Program Penyaluran Dana
Bantuan PNPM KP di Kecamatan Polewali sa-
lah satunya adalah pembuatan proposal dari
info yang kami peroleh nelayan kesulitan da-
lam menentukan penggunaan dana tersebut,
sehingga mereka tidak tepat waktu dalam
menyerahkan proposal” (wawancara 15 Jan-
uari 2015).

Selain kendala tersebut juga ditemui da-
lam hal pembuatan rekening sebagai syarat
untuk menyalurkan dana bantuan. Banyak
yang tidak melaksanakan anjuran tim penga-
was agar ketua kelompok untuk membuat re-
kening bank baru. Hal tersebut seperti
disampaikan oleh Bapak Helmi selaku tim
Pengawas Program Penyaluran Dana Bantu-
an: “Ada sebagian ketua kelompok yang
menggunakan rekening pribadinya, mereka
enggan untuk membuat rekening baru. Hal ini
menyulitkan kami untuk menyalurkan dana
karena rekening bank mereka berbeda (tidak
satu bank)” (wawancara 16 Januari 2015).

Kendala lain yang terjadi selama berlang-
sungnya Program Penyaluran Dana Bantuan
adalah sosialisasi yang kurang berjalan de-
ngan baik. Padahal sosialisasi sangat penting
karena nelayan bisa memperoleh informasi
secara detail mengenai program ini. Hal ini
seperti disampaikan bapak Helmi selaku tim
pengawas dari Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten Polewali Mandar. Berikut petikan
wawancara dengan Bapak Helmi: “sosialisasi
kami selenggarakan mulai 3 bulan sebelum
dana ini cair, tapi banyak masyarakat yang
kurang antusias, padahal kami telah meminta
kepada Lurah dan tim pendamping untuk me-
ngumumkan acara in kepada masyarakat”
(wawancara 17 Januari 2015).

Hal sedikit berbeda disampaikan Bapak
Jalil selaku Lurah di Kelurahan Takatidung.
Berikut petikan wawancara dengan Bapak
Jalil; “Kami sudah mengumumkan ke masya-
rakat mengenai akan diadakanya sosialisasi
tapi banyak pembudidaya air payau yang
lebih memilih untuk bekerja, sebenarnya ku-
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rang koordinasi saja dan ada miskomunikasi
sedikit” (wawancara 19 Januari 2015). Se-
dangkan kendala terkait dengan pengem-
bangan usaha nelayan dan budidaya rakyat
berdasarkan penelitian yang dilakukan tidak
terdapat kendala yang berarti. Dengan adan-
ya pompa air ketersedian air yang merupakan
salah satu unsur penting dalam kelancaran
usaha budidaya air payau dan air tawar ini
dapat terpenuhi. Namun secara umum harus
diakui kesulitan dalam usaha pengembangan
usaha nelayan dan budidaya rakyat di Keca-
matan Polewali masih banyak. Usaha masih
dalam skala kecil atau masih bersifat usaha
sambilan, tergantung musim, pengelolaan
masih bersifat tradisional dan keterbatasan
permodalan. “Hal-hal teknis dalam pelaksa-
naan sosialisasi tentang dana bantuan PNPM
Mandiri-KP telah dilaksanakan sebaik mung-
kin sesuai dengan petunjuk dalam Permen
Kementrian Kelutan dan Perikanan No 10 ta-
hun 2014. Namun sebaliknya dalam proses
implementasi kebijakan selalu terbuk akan
terjadinya Implementation Gap yaitu perbe-
daan antara yang diterapkan dan kenyataan
yang didapat.

Hal tersebut tercermin dari kenyataan
yang terjadi dilapangan dalam proses sosial-
isasi mengenai program dana bantuan PNPM
Mandiri-KP kepada masyarakat. Kurangnya
waktu sosialisasi dan kurangnya antusiasme
nelayan dan pembudidaya dalam mengikuti
sosialisasi disinyalir menyebabkan informasi
yang diterima tidak maksimal sehingga ban-
yak yang mengetahui dari mulut ke mulut
atau dari ketua kelompoknya saja. Inilah yang
menghambat kelancaran informasi dalam
Program Penyaluran Dana Bantuan PNPM
Mandiri-KP di Kecamatan Polewali”.

KESIMPULAN

Sosialisasi program di tingkat kapupat-
en/kota diperlukan untuk menyebarluaskan
informasi kegiatan kepada sasaran, yaitu ma-
syarakat pesisir yang dilakukan oleh aparat

daerah dan pemangku kepentingan ter-kait
termasuk Tim Koordinasi Penanggulangan Ke-
miskinan Daerah (TKPKD) di daerah yang ber-
sangkutan.

Pembinaan untuk meningkatkan koordina-
si di tingkat Provinsi, Gubernur atau pejabat
yang ditunjuk membentuk Tim Pembina yang
diketuai oleh Kepala Dinas dengan anggota
masing-masing bidang yang menangani teknis
serta unsur penyuluhan di tingkat daerah.

Pendampingan, tenaga pendamping terdiri
dari Penyuluh Perikanan PNS dan/atau PPTK
(Penyuluh Perikanan Tenaga Kontrak).

Berdasarkan hasil survey dan wawancara
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
program dana bantuan PNPM Mandiri-KP
dikelompokan menjadi 2 (dua) yaitu kendala
teknis yang dihadapi dalam penyaluran Pro-
gram Dana Bantuan dan kendala terkait pe-
ngembangan usaha nelayan rakyat.

Kendala teknis yang dihadapi dilapangan
dalam pelaksanaan program penyaluran dana
bantuan ini antara lain kurangnya antusiasme
masyarakat atau nelayan untuk mengikuti
sosialisasi yang diadakan Dinas Kelautan dan
Perikanan Kabupaten Polewali Mandar se-
hingga banyak yang tidak mengerti tujuan
program ini dilaksanakan, bagaimana tata ca-
ra untuk mendapatkan bantuan ini dan bah-
kan ada yang tidak tahu mengenai program
ini. Kemudian kendala teknis lainya adalah
mengenai pengumpulan proposal, banyak da-
lam hal ini kelompok yang telah dibentuk ter-
lalu lama dalam pembuatan atau penyu-
sunan proposal sehingga banyak yang ter-
lambat dalam menyerahkan proposal pada
waktu yang telah ditentukan sehingga proses
pencairan danapun menjadi terlambat. Solusi
yang dilakukan oleh tim teknis dinas Ke-
lauatan dan Perikanan adalah memberi ke-
longgaran waktu beberapa hari kepada ke-
lompok tersebut untuk menyelesaiakan pro-
posalnya.

Kendala yang dialami oleh dinas Kelautan
dan Perikanan antara lain tentang pencairan
dana bantuan, banyak ketua kelompok yang
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telah ditunjuk sebagai wakil dari para nelayan
tidak melaksanakan anjuran dari tim pe-
ngawas dari dinas Kelautan dan Perikanan
untuk membuat rekening bank baru di satu
bank atau bank yang sama. Sehingga Dinas
Kelautan dan Perikanan cukup kesulitan men-
cairkan dana karena rekening yang dimiliki
ketua kelompok berbeda-beda. Solusi untuk
pemecahan masalah ini seharusnya Dinas
kelautan dan Perikanan Kabupaten Polewali
Mandar membuat kesepakatan dengan Ketua
kelompok tentang bank mana yang telah di-
tunjuk untuk membuat rekening dan mem-
berikan sedikit ancaman kepada para pen-
erima dana bantuan yang tidak menjalankan
aturan ini dengan tidak mencairkan dana
bantuan kepada mereka.
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